BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR & TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM KERJA UNTUK FENYEDERHANAAN BIROKRAS]

Menimbang

Mengingat

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan vang
bersih, efektif, efisien dan terpercaya guna meningkatkan
kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan
penyederhanaan birokrasi melalui penvederhanaan
struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan
penyesuaian sistem kerja,;

bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis,
lincah, dan professional, diperlukan pengaturan
mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan
Pemernntah Daerah Kabupaten Lampung Barat;

bahwa sesuai ketentuan FPasal 25 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap
Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian
sistem kerja;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja
Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

Pasal 18 ayat (6] Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang MNomor & Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkt [I Lampung
Barat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1001
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Feraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6858);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
=1pil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 647);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan .Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyvederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Feraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomer 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 445),

12, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan FERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA UNTUK

PENYEDERHANAAN BIROKRASL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan !
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Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah vang berwenang mengatur
dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masvarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyvarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adaiah Bupati Lampung Barat,

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Barat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat,
Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
Sekretariat Daerah adalah unsur yvang bertugas membantu Bupati/Wakil
Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelavanan
administratil Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yvang selanjutnya disingkat
Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian
Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Sekretarie Dewan Perwalilan Ralevat Daerah yang selanjutnya disinglat
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Barat.

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Barat.

Inspektorat adalah unsur Urusan Pengawas, Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana urusan Pemerintahan vyang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
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Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penvelamatan vang
selanjutnya disebut Satpol-PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
adalah unsur Pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
hetentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dan
Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
Lampung Barat.

Badan Daerah adalah unsur Penunjang urusan Pemerintahan vang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Kecamatan adalah Kecamatan se- Kabupaten Lampung Barat.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas vang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau keglatan teknis
perniunjang tertentu.

Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tingegi Madya, Pejabal
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau
Pejabat Fungsional vang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi
tertentu.

Pejabat Level 1 adalah Pimpinan Unit Organisasi atau Pejabat vang
memiliki tingkat esselon/jenjang jabatan tertinggi pada suatu Unit
Organisasi.

Pejabat Level 2 adalah pejabat yang memiliki tingkat esselon/jenjang
jabatan dibawah Pejabat Level 1.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD} adalah Pejabat Pengawas,
atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu Unit
Organisasi tertentu,

Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja vang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnva dan
digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Pimpinan Tinggl adalah sekelompok jabatan tinggl pada instansi
pemerintah,

Pejabat Pimmnan Tingg adalah Pegawai ASN vang menduduki Jabatan
Pimpnan Tinggi.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelavanan publik serta administrasi dan
pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudulki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

Japatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yvang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksana adalah sekelompok pegawal ASN vang bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan,

Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling
rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
kewenangan.
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Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela pejabat
fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah
Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik vang selanjutnya disingkat
SPBE adalah penvelenggaraan pemerintahan vang memanfaatkan
teknolegi informasi dan komunikasi untuk memberikan lavanan kepada
pengguna SPBRE.

Tim koordinasi SPBE adalah Perangkat Daerah yang menangani Teknilogi,
informasi dan komunikasi dan didukung oleh Perangkat Daerah vang
terkait,

Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang
membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
OrEANISAs.

Penvesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan
mekanisme kerja dan proses bisnis ASN dengan memanfaatkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik.

Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi vang
menggambarkan alur pelaksanaan tugas ASN yang dilakukan dalam
suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan

Proses  Bisnis  adalah kumpulan aktivitas terstruktur vang
menggambarkan hubungan kerja vang efektif dan efisien antar unit
organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai
tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri,

FPasal 2

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai instrumen bagi ASN dalam
mefaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan
Jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Maksud dan tujuan penyesuaian Sistem Kerja, vaitu:

mewijudkan proses kerja yang efektif dan efisien;

memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi:
mengoptimalkan pemenfaatan sumber daya manusia; dan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,

an o

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

.

Mekanisme Kerja; dan

b. Proses Bisnis,



BAEB Il

MEKANISME KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan
dengan prinsip:
a. orientasi pada hasil;
b. kompetensi;
c. profesionalisme:;
d. kolaboratif:
€. transparansi; dan
f. akuntabel.
Pasal 5
Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
a. kKedudukan:
b. penugasan;
c. pelaksanaan tugas,
d, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
¢. pengelolaan kinerja; dan
. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 6
(1] Pejabat fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
i2) Da]am ha] pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja
mandn_n berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat
Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan
pelaksana,
(3] Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2} sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
perangkat daerah.

Pasal 7

Rincian kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam
lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 2
Penugasan

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan tugas dan perjanjian kinerja, Pimpinan Unit
Organisasi pemilik kinerja menyusun strategl penugasan Pejabat
Fungsional dan Pelaksana secara individual dan/atau tergabung dalam
tim kerja dengan mempertimbangkan beban kerja, kompetensi, keahlian
dan/atau keterampilan, serta mengedepankan kolaborasi,

Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ditugaskan untuk melaksanakan
lebih dari 1 {satu) target kinerja, baik target kinerja yvang telah ditetapkan
dalam perjanjian kerja maupun tUugas atau target kinerja yvang bersifat
insidental yvang dilaksanakan dalam waktu tertentu.

Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ditugaskan untuk melaksanakan
target kinerja pada Unit Organisasi tempat berkedudukan lintas Unit
Organisasi dan /atau lintas instansi.

Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim kerja atau secara
individu, dilakukan melalui cara:

a. penunjukan; dan

b. pengajuan sukarela

Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan
penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana oleh
Pimpinan Unit Organisasi sebagai Pejabat Penilai Kinerja untuk
melaksanakan kinerja tertentu,

Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada avat (4] huruf b
merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar
permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk
melaksanakan kinerja tertentu.

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4} ditetapkan dengan
keputusan vang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi atau Pejabat
Penilai Kinerja

Pasal 9

Mekanisme penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum
dalam lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(1]

(2)

(3]

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana
mengutamakan pencapaian target kinerja Unit Organisasi di mana
Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan.

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Unit
Organisasi lain  merupakan bagian dari pelaksanaan tugas vyang
mencerminkan tingkat prioritas rendah.,

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat dilaksanakan
secara individu dan fatau tim kerja.



(4)
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Dalam hal pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam
tim kerja Pimpinan Unit Organisasi menunjuk salah satu Pejabat
Fungsional atau Pelaksana sebagai ketua tim berdasarkan kompetensi,
keahlian dan/atau keterampilan.

Jumlah tim kena sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan
dengan beban kerja dan/atau volume pekerjaan Pimpinan Unit
Organisasi.

Dalam hal pelaksanaan tugas tim kerja sebagaimana dimaksud pada avat
(4) terdapat anggota yang berasal dari lintas Unit Organisasi, maka yang
berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi
pemilik kinerja

Contoh Keputusan tim kerja dan penunjukan ketua tim kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 tercantum dalam lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini,

(1}

(2)

(3}

(4}

(1)

Paragraf 4
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 12

Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditugaskan secara individu
melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan
Unit Organisasi pemilik kinerja.

Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim
melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit
Organisasi pemilik kinerja secara berkala.

Pejabat Fungsional dan Pelaksana yvang berperan sebagai anggota tim,
melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.

Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja/Pejabat Penilai Kinerja secara
sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim
dan/atau anggota tim kerja.

Paragraf 5
Pengelolaan Kinerja

Pasal 13

Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yvang bekerja

secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas;

a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi harapan
pencapaian target kinerja Pimpinan Unit Organisasi;

b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja vang meliput

pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan

dan pengembangan kinerja pegawai,

pentlaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian
penghargaan dan sanksi.

3
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Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pejabat
Fungsional dan Pelaksana.

Paragraf 6

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 14

Unit Organisasi mengutamakan layanan administrasi pemerintahan
berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi
dalam mendukung Sistemn Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah,

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikas
umum berbagi pakai.

Fimpinan Unit Organisasi memastikan setiap Unit Organisas
menggunakan aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud pada
avat (2).

keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
mendukung sistem kerja, dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPRE
Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tahapan Mekanisme Kerja

Paragraf 1
Tahapan Perencanaan

Pasal 15

Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja
organisasi dapat dilakukan secara sistematis serta logis untuk mencapai
tujuan dengan hasil konkrit adalah rencana kerja.

hegiatan vang dilaksanakan pada tahapan perencanaan sebagaimana

dimaksud pada avat (1) diantaranya:

a. penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi
pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan
Pelaksana di bawah koordinasi Pejabat Level 2 oleh Pejabat Level 1;

b, perumusan sirategi pelaksanaan pencapalan target kinerja oleh
Pejabat Level 2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam
bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan
Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas
Ketua Tim; dan

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.



Paragraf 2
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 16

Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dan
anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, meliputi:

a.
b.

C.

(1)

(2]

(3

(1)
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penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan
pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan
kegiatan oleh Pejabat Level 2 dan/atau Ketua Tim; dan

penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Level 2,

Paragraf 3
Tahapan Evaluasi

Pasal 17

Tahapan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan hasil pelaksanaan
kKegiatan sesual dengan target yvang diharapkan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) berupa reviu atas hasil
pelaksanaan tugas tim kerja atau individu oleh Pejabat Level 2 dan
FPejabat Lewvel 1.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinvatakan selesai setelah
Pejabat Level | menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan
telah sesuai dengan sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB [
PROSES BISNIS

Pasal 18

Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Perangkat Daerah
untuk menggambarkan hubungan kerja yang efeltif dan efisien antar
Unit Organisasi.

Untuk mendukung penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 4 sampai dengan Pasal 17, dilakukan dengan melakukan
perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Perbaikan, pengembangan dan tata cara penyvusunan peta Proses Bisnis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (3) dilakukan
terhadap:

a. peta subproses;

b. peta realasi;

¢. peta lintas dan fungsi; dan/atau

d, peta level 1 dan turunannya,

sesuai dengan metode yang digunakan,

Tata cara penyusunan peta proses bisnis Instansi  Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2] dan ayat (3) dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 'Ei TAHUN 2024
TENTANG : SBISTEM KERJA

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penvederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari program
prioritas kerja Presiden di bidang reformasi birokrasi untuk mewujudkan
pengelolaan pemerintah  vang bersih, efekiif, dan terpercaya
sehagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020 - 2024, Penvederhanaan Brokrasi tidak hanya menghapus
struktur birokrasi dan mengalihkan Pejabat Administrasi menjadi
Pejabatl Fungsional, namun juga dilakukan melalui perubahan sistem
kerja. Perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja
melalui penvederhanaan birokrasi merupakan transformasi sistem kerja
yang semula berjenjang dan silo sehingga mengakibatkan lambannya
pengambilan keputusan berubah menjadi sistem kerja vang kolaboratif
dan dinamis. Bentuk dari transformasi sistem kerja terscbut
menekankan pada kerja Hm vang berorientasi pada hasil dengan
didukung oleh tata kelola pemerintahan digital. Dukungan tata kelola
pemerintahan tersebut difujukan untuk mempercepat pengambilan
keputusan vang pada akhirmya akan bermuara pada pencapaian kinerja
bersama, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.
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Gambar | : Transformas Orgenisasi untuk Mencapal Kinerja Bersama



Selanjutnya, implementasi penyederhanaan birokrasi dilakukan
melalui tiga tahapan yaitu penyederhanaan struktur organisasi,
penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja, Pelaksanaan
tahapan penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui penvesuaian
mekanisme kerja dan proses bisnis dengan memanfaatkan sistem
pemerintahan  berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis
elektronik merupakan dukungan penting vang akan mendorong
pencapaian transformasi vang dilakukan.

Penvederhanaan struktur organisasi dilaksanakan dengan
memndaklanjuti kententuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 202] tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penvederhanaan Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
memindaklanjuti dengan menyederhanakan struktur organisasi bagi 278
(dua ratus tujuh puluh delapan) Jabatan Administrasi vang terdiri atas
3 (tiga) jabatan Administrator dan 275 (dua ratus tujuh puluh lima)
jabatan Pengawas, vang ditetapkan dan diundangkan dalam Peraturan
Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi.
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pasca implementasi tahapan penyederhanaan struktur organisasi,
guna menghindan kerugian bagi Pejabat Administrasi vang terdampak
penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan penyetaraan jabatan
dengan mekanisme Pejabat Administrator menjadi Pejabat Fungsional
Ahli Madva dan Pejabat Pengawas menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda
sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penvetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Setelah pelaksanaan implementasi penyederhanaan birokrasi
tersebut, maka perlu dilaksanakan penyesuaian sistem kerja untuk
mengindan vacuum of power dan terganggunya pelaksanaan kinerja
Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesual dengan
kewenangan serta pelavanan kepada masyvarakat. Pada akhirnva,
penyesuaian sistem kerja tersebut mendorong terwujudnya organisasi
vang fleksibel dan berorientasi pada hasil, yang mengedepankan
profesionalitas, transparansi dan kompetensi. Dalam mendukung
optimalisasi penerapan sistem kerja ini dibutuhkan kolaborasi antar dan
intra unit orgamisasi sehingga akan mendorong terwujudnya kualitas
output yang akuntabel. Dalam memenuhi kebutuhan atas kolaborasi
tersebut, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan baik itu di
dalam wunit organisasi maupun antar unit organisasi, sebagaimana
diilustrasikan pada Gambar 2.
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Gambar 2 Alur Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ditugastean baik jtu di datam Ui
Opgunishsl maupun antar Unit Orpenisasi

Pelaksanaaan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhaan birokrasi di
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan sesuai dengan amanal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 ienlang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penvederhanaan Birokrasi melalui penetapan Peraturan Bupati ind.

Sistematika Pedoman

Pedoman Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi ini disusun
dalam 3 (tiga) bab, yaitu:

a. Bab | Pendahuluan, memuat latar belakang serta sistematika
pedoman.

b. Bab [l Penyvesuaian Sistern Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
vang memuat mekanisme kerja yaitu penyesuaian kedudukan,
penugasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabal
Fungsional dan pelaksana.

c. Bab IIl Penutup, memuat ringkasan Pedoman Sistem Kerja untuk
Penvederhanaan Birokrasi.



BAB 1l
SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Penvesuaian sistern kerja pada instansi pemerintah dilakukan setelah
penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan guna
mewujudkan organisasi vang lebih sederhana dan lebih lincah. Penyesuaian
sistem kerja dimaksud meliputi penyesuaian mekanisme kerja dan proses
hisnis,

A. MEKANISME KERJA

Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi vang
menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara
dalam instansi pemerintah yang dilakukan dalam suatu sistem dengan
mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan. Dengan
penyederhanaan birokrasi, setiap unit organisasi terdin dar 2 level
struktur dan tim kerja vang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana. Tim kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan
Fungsional atau Pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit organisas
atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas Instansi Pemerintah.
Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim kerja dapat
dipimpin oleh Ketua Tim,

Penyederhanaan struktur pada beberapa unit organisasi masih
dimungkinkan untuk memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur.
Pengecualian in1 dilakukan pada unit organisasi dengan kriteria
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan FReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penvederhanaan Birolrasi.

Mekanisme kerja paska penyederhanaan struktur organisasi
disesuaikan dengan strategi dari Pejabat Level 1 dan/atau Pejabat Level 2.
Pejabat-pejabat tersebut memastikan kesiapan dukungan infrastruktur,
tata kelola dan sumber daya vang optimal, serta memastikan kolaborasi
dan sinergitas pelaksanaan tugas yang ada, Adapun mekanisme Kkerja
paska penyederhanaan struktur organisasi terbaglt menjadi 3 ([tga)
tahapan, yvaitu:

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa
kinerja organisasi dapat dilakukan secara sistematis serta logis
untuk mencapal tujuan dengan hasil konkrit adalah rencana kena.
Kegiatan vang dilaksanakan pada tahapan perencanaan di
antaranya:

a. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi
pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan
pelaksana di bawah koordinasi Pejabat Level 2 oleh Pejabat Level 1.

b. Perumusan strategi pelaksanaan pencapailan target kinerja oleh
Pejabat Level 2 vang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas
dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan Kebutuhan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta
kKebutuhan atas Ketua Tim.

¢. Penvusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.



2.  Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan
dan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, dengan rincian:

a. Penvusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran
dan pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan
pelaksana.

. Manitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Level 2 dan/atau Ketua Tim.

¢. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Level
2.

3. Tahapan Evaluasi

Tahapan Evaluasi dimaksudkan wuntuk memastikan hasil
pelaksanaan  kegiatan sesual dengan target yang diharapkan.
Kepiatan vang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah reviu atas
hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja atau individu oleh Pejabat Level
2 dan Pejabat Level 1. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai
setelal Pejabat Level 1 menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan
dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Mekanisme kerja sebagaimana dijelaskan di atas dapat diilustrasikan
dalam gambar 3.
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B. PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDUKUNG MEKANISME KER.JA
D LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, implementasi peraturan dimaksud
membutuhkan beberapa penyesuaian, diantaranya:

. Penentuan Kedudukan dan Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana serta
Penerapan Alur Mekanisme Sistem Kerja;

Fenjelasan secara umum penyvesualan vang dilakukan di ingkungan Pemerintal
Kabupaten Lampung Bamt untuk penyederhanaan birckrasi adalah Pejabal
Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Pejabat Penilai Kinerja. Pejabat Penilai Kinerja merupakan atasan
langsung dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana dengan ketentuan jabatan
paling rendah adalah Jabatan Pengawas atau jabatan lain yang diberi
pendelegasian wewenang, Secara umum kedudukan Jabatan Fungsional dan
Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ditetapkan
berada:

a, Unit Organisasi Sekretariat Daerah dengan Kepala Bagian Sebagai Pejabat
Penilai Kinerja

1) Kedudukan

PEIABAT _ PEIABAT.
PENGAWAS PENGAWAS
Kelompok JF Kelompaok JF Kelompok JF Kelompok JF
dan pelaksana dan pelaksana dan pelaksana dan pelaksana
Gambar 4 Unit Grganisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan Kepala Bagian

sebagsi Pejabal Penilal Kineria

Pada struktur diatas maka scbagian kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana berkedudukan dibawah Kepala Baglan

sebagai Pejabat Penilai Kinerja, Pelaksana dan sebagian kelompol
Jabatan Fungsional lainnya berkedudukan di bawah Pejabat Pengawas
sebagai Pejabat Penilai Kinerja.




Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah:

1} Bagian Sumber Dava Alam
2] Bagian Protokoler

2] Penugasan

j

Hapais Bagmnn Ssbagei P mpinan
Unk Crparisas| pekabpus Pandal

PEJABAT
PENGAWAS
Kelompok JF Kelompok JF Kelompok JF Kelompok JF
dan pelaksana dan palaksana dan pelaksana dan pelaksana
Gambar 5 : Hrrukur penugasan pada Sekretariat Daerah dengan Kepala Bagian sebagai

Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Kepala Unit Organisasi,

Dalam struktur penugasan diatas, akan berlaku beberapa ketentuan

sebagai bertkut:

a) Sekretans Daerah akan menetapkan kinerja Asisten Sekretaris

Daerah;
b Asisten Sekretaris Daerah akan menetapkan kinerja Kepala Bagian;

¢/ Kepala Bagian akan memberikan penilajan kinerja sekaligns
memberikan penugasan bagl sebagian Pejabat Fungsional dan
Pelaksana  sesuai dengan Kompetensi, keahlian dan/atau

keterampilan;

d| Pejabat Administrator akan menetapkan kinerja Pejabat Pengawas
serta memberikan penugasan dan Penilaian Kinerja bagi Pejabat

Pengawas, Pelaksana dan sebagian Pejabat Fungsional dibawahnya;

e] Apabila dalam pencapaian target kinerja organisasi membutuhkan
keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang Ahli Utama secara

definitif dan bukan melalui mekanisme pelibatan lintas

Crrganisasi/Instansi, maka Kepala Bagian tidak berperan sebagai
Pejabat Penilai Kinerja dan hanya berperan sebagai Pimpinan Unit
Organisast vang memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional
tersebut, atas pelaksanaan tugas sebagai Pimpinan Unit Organisasi
tersebut Kepala Bagian membernkan rekomendasi penilaian kinerja

Pejabatl Fungsional Ahli Utama kepada Asisten Sekretaris Daerah;

fl Pejabat Pengawas memberikan penilaian kinerja bagi Pelaksana dan

sebagian Pejabat Fungsional yang berada dibawahnya;

g) Fola distribusi predikat kinerja pejabat fungsional dan Pelaksana

ditetapkan oleh Kepala Bagian.




J) Alur Mekanisme Kerja

al

Tahap Perencanaan
Tahapan perencanaan dimulai dari Sekretaris Daerah vang

menyvusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Perjanjian kinenja

tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Asisten Sekretaris

Daerah sebagai penanggung jawab atas target kinerja tertentu

Selanjutnya Asisten Sekretaris Daerah berdasarkan perjanjian kinerja

vang telah ditetapkan dan dibagi oleh Sekretaris Daerah akan

membagi dan menunjuk Kepala Bagian sebagai penanggung jawab
atas target kinerja tertentu. Asisten Sekretaris Daerah akan memberi
arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
target kinerja tertentu kepada Kepala Bagian. Atas arahan tersebut

Kepala Bagian merumuskan strategl pelaksanaan pencapaian target

kinena.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut meliputi:

» Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja vang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu;

e Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional/Pelaksana lintas unit organisasi/ Instansi
Penyelesalan target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pelaksana dari unit organisasi/Instansi lain akan
melalul proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana lintas unit organisasi/Instans:.

« Penentuan perlu atau tidaknya pembentukan Tim Kerja untuk
pelaksanaan kegiatan.

Arghan dan ekspekiasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target kinerja disampaikan Kepala Bagian kepada Pejabat
Pengawas/Tim Ketja/Individu untuk diintervensi, arahan atas
ekspektasi pencapaian target kinerja tersebut menjadi dasar
penentuan target kinerja Pejabat Pengawas/Tim Kerja/ Individu.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target kinerja
dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Kepala Bagian sebagai
pimpinan unit organisasi menugaskan Pejabat Fungsional dan
Pelaksana guna membantu pelaksanaan tugas substansi Pejabai
Pengawas dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian ekspektasi
target kinerja Kepala Bagian sesuai dengan jenjang jabatan vang
diatur oleh peraturan dan perundang-undangan.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerna
secara individu maupun tim kerja bersama Kepala Bagian menyusun
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapalan
target kinerja.



bj

¢)

Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dan penyusunan rnncian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Pengawas, Pejabat
Fungsional atau pelaksana. Penvusunan rincian pelaksanaan
kegiatan dan anggaran tersebut disesuaikan dengan rencana
pelaksanaan kegiatan dan anggaran vang telah disusun sebelumnyva
Pelaksanaan kegatan dilakukan oleh Pejabat Pengawas, Individu dan
Tim Kerja. Adapun pelaksanaan kegiatan Tim Kerja dilaksanakan
oleh Pejabat Fungsional /Pelaksana sesual perannva. Pembagan
peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan/atau
keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Pengawas, Pejabat
Fungsional atau Pelaksana baik wvang bekena sebagal individu
maupun tim kerja berkolaborasi dengan semua pihak vang terkast
dengan kegiatan tersebut. Kolaboras: dimaksud terkait sinkronisasi
data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal
tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik
atas peclaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu
waktu oleh Kepala Bagian dan/atau Pejabat Pengawas/Ketua Tim,
Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bekerja secara individu
berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas
secara berkala atau pada saat ditemui permasalahan kepada Kepala
Bagian.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target Kinerja yang
diperjanjikan oleh Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional dan
Pelaksana baik yang bertupas secara individu ataupun tim kerja
harus menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target kinerna
dari Kepala Bagian. Hasil pelaksanaan kegiatan yvang sudah sesuai
dengan target, disampaikan kepada Kepala Bagian oleh Pejabat
Pengawas, Ketua Tim dan Individu.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Kepala Bagian meninjau hasil pelaksanaan
kegiatan Pejabat Pengawas/Tim Kerja/Individu. Hasil pelaksanaan
kegiatan vang telah sesuai dengan target dan ekspektasi disampaikan
Kepala Bagian kepada Asisten untuk ditinjau. Hasil pelaksanaan
kegiatan vang telah sesuai dengan target ataupun ekspektasi
disampaikan oleh Asisten untuk ditinjau oleh Sekretaris Daerah
Pelaksanaan kegiatan dinvatakan selesai setelah Sekretaris Daerah
menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai
dengan target dan ekspektasi yvang diharapkan.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang belum
memenuhi target dan ekspelktasi, hasil pelaksanaan kegiatan yang
belum sesuai dengan target dan ekspektasi dikembalikan untuk
disesuaikan kembali., secara berjenjang berdasarkan level struktur
OTEAnIsas].



b. Unit Organisasi Perangkat Daerah dengan Pejabat Level | adalah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Level Il sebagai Pejabat Penilai Kinerja
terdapat 3 (tiga] permodelan kedudukan, penugasan dan alur kinerja.

1. Unit Organisasi Perangkat Daerah Permodelan ke 1 {satu).

a) Kedudukan

PEIARAT PIMPINAN

PENGAWAS
Kelompok JF dan Kelompok JF dan Kelompok JF dan Kelompok JF dan
pelaksana pelaksana pelaksana pelaksana
Cambar & : Unlt Orgmnisasi Perangkat Dacrah Permodelan ke 2 jdus) desgan Pejabar Level

adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sekaligus Plmpinan Undt Organisasi
adapun Pejabar Adsdrustrater sebaga: Pejabat Pentlal Kinerda

Pada struktur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Administrator sebagai
Pejabat Level |l vang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah
Umt Organisasi yang masih memiliki Jabatan Pengawas dibawah
Kepala Bidang,
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PENGAWAS
Kelompok JF dan Kelompok JF dan Kolompak IF dan
pelaksana pelaksana pelaksana
Gambar 7 : Strukiur penugasan Permodelan ke 2 (dus| pads Unit Organisasi Perangkai

Daerah dengan dua level struktur, dimana Pejabat Level 11 sebagai Fejabatr Penilal
Kinera,

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa

ketentuan sehagai berikut:

1]

2

3

4

Pejabat level 1 akan menetapkan kinerja Pejabat Level [I sekaligus
sebagai Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Level [l dan sebagian
Pejabat Fungsional;

Pejabat Level Il akan menetapkan kinerja Pejabat Level L1/ Pejabat
Pengawas serta memberikan penugasan dan Penilaian Kinerja
bagi Pejabat Level 111/Pejabat Pengawas, pelaksana dan sebagian
Pejabat Fungsional dibawahnya;

Apabila terdapat Pejabat Fungsional Ahli Madya pada wunit
organisasi, maka Pejabat level Il tidak berperan sebagai Pejabat
Penilai Kinerja namun hanya membenkan penugasan, adapun
Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan rekomendasi penilaian
berasal dar Pejabat Administrator;

Apabila dalam pencapaian target kinerja  organisasi
membutuhkan keberadaan Pejabat Fungsional dengan .Jenjang
Ahli Utama secara definitil dan bukan melalui meckamisme
pelibatan lintas Unit Organisasi/Instansi, maka Pejabat Level I
tidak berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus tidak
dapat memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional tersebut;
Penugasan sekaligus penilaian kinerja bagi Pejabat Fungsional
Ahli Utama dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sebagal Pejabat Level |, penugasan tersebut sekaligus disertal
pendelegasian kewenangan  pengelolaan  kanerja  Pejabat
Fungsional tersebut kepada Pejabat Admimstrator;



)

7)

8)

Setelah  mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk
mengelola kinerja Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pejabat
Adminustrator mengintegrasikan pejabat Fungsional dalam
penugasan baik secara Tim Kerja maupun Individu didalam unit
organisasi yvang dipimpinnya, atas pengelolaan kinerja Pejabat
Administrator menyusun rekomendasi penilaian kinerja Pejabat
Fungsional Ahli Utama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sebagai Pejabat Leve] [;

Pejabat Level 11l /Pejabat Pengawas memberikan penilaian kinerja
bagi Pelaksana dan sebagian Pejabat Fungsional vang berada
dibawahnya; dan

Pola distribusi predikat kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana
ditetapkan oleh Pejabat Level 1.

Alur Mekanisme Kerja

1)

Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama menyusun dan menetapkan perjanjian kinera

Perjanjian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan

pembagian tanggung jawab pencapaian target kinerja tertentu

kepada Pejabat Administrator. Selanjutnya Pejabat Pimpinan

Tinggl Pratama akan memberikan arahan dan koordinasi untuk

pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja bersama.

Atas arahan tersebut kemudian Pejabat Administrator

merumuskan strategi pencapaian target kinerjanya.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut meliputi;

* Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu;

* PFenentuan dalam pelaksanaan kegiatan puna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional /Pelaksana lintas Unit Organisasi/Instansi.
Penvelesalan target kinerja yang membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional atau Pelaksana dari Unit
Organisasi/Instansi lain akan melalui proses permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas Unit
COrganisasi /Instansi.

= Fenentuan perlu atau tidaknva penunjukan ketua Tim Kena
untuk pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapalan target kinerja

dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator

sebagai pimpinan unit organisasi menugaskan dan
melaksanakan distribusi Pejabat Fungsional dan Pelaksana guna
membantu pelaksanaan tugas substansi Pejabat Pengawas dalam
melaksanakan kegiatan dan pencapaian ekspektasi target kinerja
Pejabat Administrator.
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Arahan dan ekspektasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target kinerja disampaikan Pejabat Administrator
kepada Pejabat Pengawas/Tim Kerja/Individu untuk diintervensi.
Arahan atas ekspektasi target kinerja tersebut dijadikan sebagai
dasar penyusunan target kinerja Pejabat Pengawas/Tim
Kerja /Individu.

Pada Tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yvang bekerja
secara individu maupun tim kerja bersama Pejabat Administrator
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapalan target kinerja.

Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyvusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan menguraikan kegiatan dan anggaran yang
telah disusun pada tahapan perencanaan oleh Pejabat Pengawas,
Individu, Tim Kerja atau Ketua Tim. Selanjutnya bag
pelaksanaan kegiatan vang dilakukan oleh tim kerja dilakukan
pembagian peran bagi anggota tim. Pembagian peran anggota tim
dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan,

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Pengawas, Pejabat
Fungsional dan Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihalk
vang terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi
tidak terbatas pada Thal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaarn
kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-walktu oleh
pejabat Administrator dan/arau pejabat Pengawas/Ketua Tim
Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bekerja secara individu
berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas
secara berkala atau pada saat ditemui permasalahan kepada
Fimpinan Unit Organisasi.

Dalam pencapaian dan penyelesalan target kinerja vang
diperjanjikan oleh Pejabat Penpawas/Pejabat Fungsional dan
Pelaksana baik yang bertugas secara individu ataupun tim kerja
harus menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target
kinerja dari Pejabat Administrator. Hasil pelaksanaan kegiatan
yang sudah sesuai dengan target disampaikan kepada Pejabat
Administrator oleh Pejabat Pengawas, Individu atau Ketua Tim.
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Tahap Evaluasi

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan menguraikan kegiatan dan anggaran vang
telah disusun pada tahapan perencanaan oleh Pejabat Pengawas,
Individu, Tim Kerja atau Ketua Tim. Selanjutnya bagi
pelaksanaan kegiatan vang dilakukan oleh tim kerja dilakukan
pembagian peran bagi anggota tim, Pembagian peran anggota tim
dilakukan  berdasarkan kompetensi, keshlian dan/atau
keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Pengawas, Pejabal
Fungsional dan Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak
vang terkait dengan kegiatan tersebut. Keolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi
tidak terbatas pada  hal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan
kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh
pejabat Administrator dan/atau pejabat Pengawas/Ketua Tim.
Pejabat Fungsional dan Pelaksana yvang bekerja secara individu
berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas
secara berkala atau pada saat ditemui permasalahan kepada
Pimpinan Unit Organisasi,

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja vang
diperjanjikan oleh Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional dan
Pelaksana baik yang bertugas secara individu ataupun tim kerja
harus menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target
kinerja dan Pejabat Administrator, Hasil pelaksanaan kegiatan
vang sudah sesual dengan target disampaikan kepada Pejabat
Admimistrator oleh Pejabat Pengawas, Individu atau Ketua Tim.




2. Unit Organisasi Perangkat Daerah Permodelan ke 2 (dua)

al] hkedudukan
FELAEAT PP MNAMN
NG Gl PRATANA
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Kalompok JF dan Kelompok IF dan Kelompok JF dan Kelompok JF dan
palaksana pelaksana pelaksana pelaksana
Crambwr & ; Uit Crganisasi Peranglat Daerah Permodelan ke 3 (rigs) dengan Pejabat Level

acininh Pejnbat Pimpinan Tinggi Pratama sekaligpes Pimpinen Undt Organleas
adapun Pejabut Administrator sehagai Pejabat Penilai Kinerja.
Pada struktur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Administrator sebagai
Pejabat Level [l yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Unit Organisas: vang menerapkan penggambaran tersebut adalah Unit
Organisasi vang tidak memiliki Jabatan Pengawas dibawah Bidang.
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rambar 9 3

Strukour Penugasan Permodelan e 3 (tga) pada Unit Organisasi Perangkat Daerah
dengan dua leve] struktur, dimana Pejabat Level [] sebagai Pejabat Pendlad Kineria

Dalam strukitur penugasan di atas, akan berlaku beberapa

ketentuan sebagai berikut:

1

2}

3)

4)

2)

Pejabat level | akan menetapkan kinerja Pejabat Level Il sekaligus
sebagal Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Level I dan sebagian
Pejabat Fungsional;

Pejabat Level 11 vang dibawahnyva masih terdapat Pejabat Level
[11/Pejabat Pengawas maka akan menetapkan kinerja Pejabal
Level I11/Pejabat Penpawas serta memberikan penugasan dan
Penilaian Kinerja bagi Pejabat Level IlI/Pejabat Pengawas.
Pelaksana dan sebagan Pejabat Fungsional dibawahnva,

Pejabat Level [I vang dibawahnya tidak terdapat Pejabat Level
I/ Pejabat Pengawas maka akan memberikan penugasan dan
Penilaian Kinerja bagi Pelaksana dan sebagian Pejabat Fungsional
dibawahnya;

Apabila terdapat Pejabat Fungsional Ahli Madva pada unit
organisasi, maka Pejabat level Il tidak berperan sebagai Pejabai
Penilai Kinerja namun hanva memberikan penugasan, adapun
Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional Ahli Madva adalah
Pejabat Fimpinan Tinggi Pratama dengan rekomendasi penilaian
berasal dari Pejabat Administrator;

Apabila dalam  pencapaian target  kinerja organisasi
membutuhkan keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang
Ahli Utama secara definitif dan bukan melalui mekanisme
pelibatan lintas Unit Organisasi/Inastansi, maka Pegjabat Level [l
tidak berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus tidak
dapat memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional tersebut;




c)

B}

7

8

9]

Penugasan sekaligus penilaian kinerja bagi Pejabat Fungsional
Ahh Utama dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sebagai Pejabat Level I, penugasan tersebut sekaligus disertai
pendelegasian  kewenangan pengelolaan  kinerja  Pejabat
Fungsional tersebut kepada Pejabat Administrator;

Setelan  mendapatkan pendelegasian kewenangan  untuk
mengelola Kkinerja Pejabat Fungsional Ahli Utama. Pejabat
Administrator mengintegrasikan Pejabat Fungsional dalam
penugasan baik secara Tim Kerja maupun Individu didalam unit
organisasi yang dipimpinnya, atas pengelolaan kinerja Pejabat
Administrator menyusun rekomendasi penilaian kinerja Pejabat
Fungsional Ahli Utama kepada Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama
sebagai Pejabat Level [;

Pejabat Level [1I/Pejabat Pengawas memberikan penilaian kineria
bagi Pelaksana dan sebagian Pejabat Fungsional vang berada
dibawahnya;

Pola distribusi predikat kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana
ditetapkan oleh Pejabat Level I.

Alur Mekanisme Kerja

|

Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tingg

Pratama menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan

pembagian tanggung jawab pencapaian target kinerja tertentu

kepada Pejabat Administrator, Selanjutnya Pejabat Pimpinan

Tinggl Pratama akan memberikan arahan dan koordinasi untuk

pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja bersama.

Atas arahan tersebut kemudian Pejabat Administrator

merumuskan strategl pencapaian target kinerjanva.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut meliput:

* Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja vang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu,

* Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional /Pelaksana lintas Umit Organisasi/Instansi
Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional atau Pelaksana  dari Unit
Organisasi/Instansi lain akan melalul proses permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas Unit
Organisasi/Instansi.

* Penentuan perlu atau tidaknyva penunjukan ketua Tim Kerja
untuk pelaksanaan kegiatan,
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Dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapalan target kineda
dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator
sebagai Pimpinan Unit Organisasi menugaskan dan
melaksanakan distribusi Pejabat Fungsional dan Pelaksana guna
membantu pelaksanaan tugas substansi Pejabat Pengawas dalam
melaksanakan kegiatan dan pencapaian ekspektasi target kinerja
Pejabat Administrator.

Arahan dan ekspektasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan
pencapaan target kinerja disampaikan Pejabat Administrator
kepada Pejabat Pengawas/Tim Kerja/Individu untuk diintervensi.
Arahan atas ekspektasi target kinerja tersebut dijadikan sebapai
dasar penyusunan target kinerja Pejabat Pengawas/Tim
Kerja/Individu.

Pada Tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Pengawas, Pejabat Fungsional dan pelaksana baik vang bekeria
secara individu maupun tim kerja bersama Pejabat Administrator
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinerja,

Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan menguraikan kegiatan dan anggaran vang
telah disusun pada tahapan perencanaan oleh Pejabat Pengawas,
Individu, Tim Kerja atau Ketua Tim. Selanjutnya bagi
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja dilakukan
pembagian peran bagi anggota tim. Pembagian peran anggota tim
dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Pengawas, Pejabat
Fungsional dan Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak
vang terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi
tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan
kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh
pejabat Administrator dan/atau pejabat Pengawas/Ketua Tim.
Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bekerja secara individu
berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas
secara berkala atau pada saat ditemui permasalahan kepada
Pimpinan Unit Organisasi.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja vang
diperjanjikan oleh Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional dan
Pelaksana baik vang bertugas secara individu ataupun tim kerja
harus menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi tarpet
kinerja dari Pejabat Administrator. Hasil pelaksanaan kegiatan
vang sudah sesuail dengan target disampaikan kepada Pejabat
Administrator oleh Pejabat Pengawas, Individu atau Ketua Tim.
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Tahap Evaluasi

Fada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabai
Pengawas/Tim Kerja/Individu. Hasil pelaksanaan kegiatan vang
telah sesuai dengan target dan ekspektasi disampaikan oleh
Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
untuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinvatakan selesai setelah
Fejabat Pimpinan Tinggi Pratama menerima hasil pelaksanaan
kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target dan
ekspektasi yvang diharapkan.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjgan vang belum
memenuhi target dan ekspektasi, hasil pelaksanaan kegiatan
vang belum sesuai dengan target dan ekspektasi dikembalikar
untuk disesuaikan kembali, secara berjenjang berdasarkan level
struktur organisasi.

3. Unit Organisasi Perangkat Daerah Permodelan ke 3 (tiga)

a] Kedudukan
PEIABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA
. "’HHFE
Kelompok IF dan Ezlompodk IF dan Eelompalk JF dan
pelakiana pelikzana pelzksans
Gambar 101 Unit Organisasi Perangkar Daerah Permodelan ke 4 (empat) dengan pejabar Level |

wclnbah Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

Pada struktur diatas maka kelompck Jabatan Fungsional dan

Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sebagai Pejabat Level | dan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level
Il sesuai dengan jenjangnya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan
Pejabat Administrator berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja,

Unit Organisasi vang menerapkan penggambaran tersebut adalah

Dinas PTSF dan BRIDA.
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Gambar 111 Unit Organisasi Perangkat Daerah Permodelan ke 4 jempat) dengan pejabat Level |

adalah Pejubat Administrator sehagai Pejabat Penilai Kinerja.

Dalam struktur penugasan diatas akan berlaku beberapa

ketentuan sebagai berikut:

J

2)

&1

4]

3]

Pejabat level 1 akan menetapkan kinerja Pejabat Level [1 sekaligus
sebagai Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Level Il dan sebagian
Pejabat Fungsional;

Pejabat Level [l akan menetapkan kinerja Pejabat Level 111 /Pejabat
Pengawas serta memberikan penugasan dan Penilaian Kinerja
bagi Pejabat Level [ll/Pejabat Pengawas, Pelaksana dan sebagian
Pejabat Fungsional dibawahnya;

Apabila terdapat Pejabat Fungsional Ahli Madva pada unit
organisasi, maka Pejabat level Il tidak berperan sebagai Pejabat
Penilai Kinerja namun hanya memberikan penugasan, adapun
Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional Ahli Madva adalah
Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama dengan rekomendasi penilaian
berasal dari Pejabat Administrator;

Apabila dalam pencapaian target kinerja organisasi membutuhkan
keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang Ahli Utama
secara definitif dan bukan melalui mekanisme pelibatan lintas
unit organisasi/instansi, maka Pejabat Level [l tidak berperan
schagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus tidak dapat memberikan
penugasan bagi Pejabat Fungsional tersebut;

Penugasan sekaligus penilaian kinerja bagi Pejabat Fungsional
Ahli Utama dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
scbagal Pejabat Level |, penugasan tersebut sekaligus disertal
pendelegasian kewenangan — pengelolaan kinerja — Pejabal
Fungsional tersebut kepada Pejabat Administrator;
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7l

8l

Setelah  mendapatkan  pendelegasian  kewenangan untuk
mengelola kinerja Pejabat Fungsional Ahli Utama. Pejabat
Administrator mengintegrasikan pejabat Fungsional dalam
penugasan baik secara Tim Kerja maupun Individu didalam unit
organisasi yang dipimpinnya, atas pengelolaan kinerja Pejabat
Administrator menyusun rekomendasi penilaian kinerja Pejabat
Fungsional Ahli Utama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sebagal Pejabat Level I;

Pejabat Level 111/ Pejabat Pengawas memberikan penilaian kinerja
bagi pelaksana dan sebagian Pejabat Fungsional yang berada
dibawahnya:

Pola distribusi predikat kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana
ditetapkan oleh Pejabat Level 1.

Alur Mekanisme Kerja

al

Pejabat Level | sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi

1.a] Tahap Perencanaan

Ferencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpinan Unii

Organisasi menyusun dan menetapkan perjanjian kineria

Selanjutnya Pejabat Pimpinan Tnggi Pratama merumuskan

strategi pencapaian target kinerjanya.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebul

meliputi:

* Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna
melaksanakan  pencapaian target kinerja  vang
dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana
dilaksanakan melaui penugasan dalam bentuk Tim Kerja
atau Individu;

* Penentuan dalam  pelaksanaan  kegiatan guna
melaksanakan pencapaian target kinerja apakah
membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional/Pelaksana
lintas Unit Organisasi/Instansi. Penyelesaian target
kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pelaksana dari Unit Organisasi/Instansi lain akan
melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pelaksana lintas Unit Organisasi/Instansi.

* Penentuan perlu atau tidaknva penunjukan ketua Tim
Kerja untuk pelaksanaan kegiatan,

Arahan dan ekspektasi pencapaian target kinerja

disampaikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Tim

Kerja/Individu untuk diintervensi, arahan atas ekspektas:

pencapaian target kinerja tersebut dan menjadi dasar

penentuan target kinerja Tim Kerja/Individu.



Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu
maupun tim kerja bersama Pejabat Pimpinan Tinggi
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran
untuk pencapaian target kinerja.

1.b) Tahap Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksana kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional
atau Pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan
dan anggaran vang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan
kematan dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana
sesuat perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan
kompetensi, keahlian da/atau keterampilan.
Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak vang terkail
dengan kegiatan tersebut., Kolaborasi dimaksud terkait
sinkronisasi data, kebijakan dan pelaksanaan, tetapi tidak
terbatas pada hal-hal tersebut saja.
Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oelh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
dan/atau Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang
bekerja secara individu berkoordinasi dan melaporkan
perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala atau pada
saat diternui permasalahan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.
[talam pencapaian dan penyelesaian target kinerja vang
diperjanjikan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik
vang bertugas secara individu ataupun tim kerja harus
menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target kinerja
dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh ketua tim atau
individu.

l.e} Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratamsa
meninjau hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan
kegiatan wvang belum memenuhi target dan ekspektasi
dikembalikan kepada Ketua Tim/Individu untuk disesuaikan
kembali. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah
Pejabat Pimmpinan Tinggi Pratama menenma  hasil
pelaksanaan kegiatan dan dinvatakan telah sesuai dengan
vang diharapkannya.

b) Pejabat Level II sebagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus
memberikan penugasan bagi Pejabat Pengawas, Pejabat
Funsional dan Pelasana



2.a) Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar

penentuan  pembagian  tanggung  jawab  target  Kinerja

tertentu bagi Pejabat Administrator. Selanjutnya Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama akan memberikan arahan dan

koordinasi untuk pelaksanaan kegatan dan pencapaan

target kinerja bersama. Atas arahan tersebut kemudian

Pejabat Administrator merumuskan strategi pencapalan

target kinerjanva.

Perumusan sirategl pencapalan target pencapaian target

kinerja tersebut meliputi:

* Penentuan dalam  pelaksanaan  kegiatan guna
melaksanakan  pencapaian  target  kinerja  vang
dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana
dilaksanakan melalui penugasan dalam bentuk Tim Kerja
atau Individu;

* Penentuan dalam  pelaksanaan  kegiatan guna
melaksanakan pencapaian target kinerja apakah
membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional/Pelaksana
lintas unit organisasi, Penyelesaian target kinerja vang
membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana dari Unit Organisasi/Instansi lain akan
melalul proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pelaksana lintas Unit Organisasi/Instansi.

« Penentuan perlu atau tidaknva penunjukan ketua Tim
Kerja untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ofeh
Tim Kerja.

Arahan dan ekspektasi terhadap pelaksanaan keglatan dan

pencapalan target kinerja disampaikan Pejabat

Administrator kepada Pejabat Pengawas/Tim Kerja/Indiidu

untuk diintervensi, arahan atas ekspektasi pencapaian

target kinerja tersebut dan menjadi dasar penentuan target
kinerja Pejabat Pengawas/Tim Kerja/Individu,

Dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target kinerja

dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator

sebagai Pimpinan Unit Organisasi menugaskan dan
melaksanakan distribusi Pejabat Fungsional dan Pelaksana
guna membantu pelaksanaan tugas substansi Pejabat

Pengawas dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian

ekspektasi target kinerja Pejabat Administrator.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat

Fungsional dan Pelaksana baik vang bekerja secara individu

maupun tim kerja bersama Pejabat Administrator menyusun

rencana pelaksanaan kegiatan den  anggaran  untuk
pencapalan target kinerja,




2.b) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Rincian pelaksanaan dilakukan
dengan menguraikan kegiatan dan anggaran vang telah
disusun pada tahap perencanaan oleh Individu, Tim Kerja,
atau Ketua Tim. Selanjutnya bagi pelaksanaan kegiatan vang
dilakukan oleh tim kerja dilakukan pembagian peran hagi
anggota tm, Pembagian peran anggota tim dilakukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait
dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait
sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak
terbatas  pada hal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan  balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewalktu-waktu oleh Pejabat Administrator danfatau Ketua
Tim. Pejabat Fungsional dan pelaksana vang bekerja secara
individu berkoordinasi dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan tugas secara berkala atau pada saat ditemui
permasalahan kepada Pejabat Administrator.

Dalam pencapaian dan penvelesaian target kinerja yang
diperjanjikan cleh Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional dan
Pelaksana baik vang bertugas secara individu ataupun tim
keria harus menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi
target kinerja dari Pejabat Administrator. Hasil pelaksanaan
kegiatan vang sudah sesuai denpan target, disampaikan
kepada Pejabat Administrator oleh individu atau ketua tim.

2.c) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan vang telah
sesual dengan target disampaikan kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama wuntuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan
dinvatakan selesai setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinvatakan telah
sesual dengan target yvang diharapkannya,

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan
kegiatan, dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaan
vang belum memenuhi target dan ckspektasi, hasil
pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan target dan
ekspektasi dikembalikan untuk disesuaikan kembali, secara
berjenjang berdasarkan level struktur organisasi.



¢. Umt Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang dipimpin oleh Direktur
merupakan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level I, dengan Kepala
Bagian/ Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator sebagai Pejabat
Level 1l dan Pejabat Penilai Kinerja.

1] Kedudukan
KEPALA BIDANG
PEMABAT FELABAT PEIABAT PEIABAT
PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS
Kelompok JF dan Kelompok JF dan Kelompok JF dan Kelompok JF dan
pelaksana pelaksana pelaksana pelaksana
Gambar |2 Unut Organisas Bersifai Khusus (UOBK) yvang dipimpin oich Direktur merupakan

Pejabat Administrator. sebagal Pejabat Level 1, dengan Kepala Baghan) Kepalo
Fidang merupakan Pejabat Admmistrator sebagai Pejabat Level 1T dan Preiahat
Penila: Kinerja,

Pada struktur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan di bawah Kepala Bagian/ Kepala Bidang
sebagal Level |l yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Umit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK] yvang menerapkan
penggambaran tersebut adalah Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar.



2] Penugasan
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Gambar 13 Strulitur Penupgasan pada Unit Chrganisasi Bersifar Khusus (UDBK) yang dipimpin
sleh Direlktur merupakan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level [, dengan
kepala Bagian/Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator sebagai Pejabuar
Level Tl dan Pefabat Pemilai Kinerja.

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa
ketentuan sebagai berikut;

al Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengampu Urusan Bidang
rnesenatan di Provinsi menyusun rencana strategis (Renstra);

b) Direktur sebagai Pejabat Level | menggunakan Renstra sebaga
acuan menyusun Perjanjian Kinerja:

c] Direktur menetapkan kinerja Pejabat Level 1l atau Kepala
Bagian/kepala Bidang serta memberikan penugasan dan
Penilaian Kinerja bagi Pejabat Level Il atau Kepala Bagian/Kepala
Bidang dan sebagian Pejabat Fungsional dibawahnya

d] Pejabat Level Il atau Kepala Bagian/Kepala Bidang menetapkan
kinerja Pejabat Lewvel lI/Pejabat Pengawas serta memberikan
penugasan dan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Level
I/ Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

e| Pejabat Level [II/Pejabat Pengawas memberikan penugasan bagi
Pejabat Fungsional dan Pelaksana serta memberikan penilaian
kinerja bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana dibawahnya,

f} Pola distribusi predikat kinerja Pejabat Fungsional dan
Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Level |,



h}

Apabila terdapat Pejabat Fungsional Ahli Madya pada umit
organisasi, maka Pejabat Level 11 tidak berperan sebagai Pejabat
Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional tersebut namun hanya
selaku yang memberikan penugasan, adapun Pejabat Penilai
Kinerja bagi Pejabat Fungsional Ahli Madva adalah Direktur
sebagal Pejabat Level T dengan rekomendasi penilaian berasal
dari Pejabat Level [1.

Apabila dalam pencapaian target kinerja organisasi
membutuhkan keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang
Ahli Utama secara definitif dan bukan melalui mekanisme
pelibatan lintas Unit Organisasi/Instansi, maka Kepala
Bagian/Kepala Bidang tidak berperan sebagai penilai kinerja
Pejabat Fungsional tersebut namun hanya selaku pejabat vang
memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional tersebut. atas
pelaksanaan tugas tersebut Kepala Bagian/Kepala Bidang
hanya memberikan rekomendasi penilaian kinerja kepada
kepada Direktur, Kemudian Direktur memberikan penilaian
kinerja Pejabat Fungsional Ahli Utama.

3)  Alur Mekanisme Kerja

aj

Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dengan Kepala Dinas menyvusun

dan menetapkan rencana strategis penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi

Berdasarkan penetapan rencana strategis dimaksud Direktur

menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Perjanjian

kKinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Pejabat

Level Il sebagai penanggung jawab atas target kinerja tertentu

Direktur akan membagi dan menunjuk Pejabat Level Il sehagai

penangpgung jawab atas target kinerja tertentu. Direktur

memberi arahan dan ekspektasi untuk pelaksanaan kegiatan

dan pencapaian target kinerja tertentu kepada Pejabat Level 11

Atas arahan tersebut Pejabat Level Il merumuskan strateg

pencapaian target kinerja.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut meliputi:

* Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu;

* Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
perncapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional / Pelaksana lintas Umnit
Organisasi/Instansi. Penyelesaian target kinerja vyang
membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana
dari Unit Organisasi/ Instansi lain akan melalui proses
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana
lintas Unit Organisasi/Instansi.



b

* Penentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Kerja
untuk pelaksanaan kegatan.
Dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target kinera
dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Pejabat Level 1| sebagai
Pimpinan Unit Organisasi menugaskan dan melaksanakan
distribusi Pejabat Fungsional dan Pelaksana guna membantu
pelaksanaan tugas substansi Pejabat Pengawas dalam
melaksanakan kegiatan dan pencapaian ekspektasi target
kinerja Pejabat Level 11,
Pejabat Level Il menyampaikan arahan dan ekspektasi terhadap
pelaksanaan kegiatan dan pencapalan target kinerja kepada
Pejabat Pengawas/Tim Kerja/Individu untuk diintervensi,
arahan atas ekspektasi pencapaian target kinerja tersebut dan
menjadi dasar penentuan target kinerja Pejabat Pengawas/Tim
Kerja/Individu.
Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Pengawas/Pejabat Fungsional dan pelaksana baik vang bekerja
secara individu maupun tim kerja bersama Pejabat Level |
menvisun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinerja.

Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Penyusunan rincian pelaksanaan
kegiatan dilakukan dengan menguraikan kegiatan dan anggaran
yang telah disusun pada tahapan perencanaan oleh Pejabat
Pengawas, Tim Kerja atau Ketua Tim serta Individu. Selanjutnya
bagt pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja
dilakukan pembagian peran bagi anggota tim. Pembagian peran
anggota tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian
dan /atau keterampilan,

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional dan
Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait
dengan  kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkant
sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak
terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring perkembangan
dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan
dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Pejabat
Level 11 dan/atau Pejabat Pengawas/Ketua Tim. Pejabat
Fungsional dan Pelaksana yang bekerja secara individu
berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
tugas secara berkala atau pada saat ditemui permasalahan
kepada Kepala Bagian /Kepala Bidang.



Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja yang
diperjanjikan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik vang
bertugas secara individu ataupun tim kera Tharus
menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target kinerja dari
Pejabat Level 1. Hasil pelaksanaan kegiatan vang sudah sesua
dengan target disampaikan kepada Pejabat Level Il oleh Ketus
Tim atau Individu.

¢} Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Level [l meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengawas/Tim Kerja/Individu
Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target dan
ekspektasi disampaikan Pejabat Level Il kepada Direktur untuk
ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah
Direktur menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinvatakan
telah sesual dengan target dan ekspektasi yang diharapkan.
Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimunglkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang belum
memenuhi target dan ekspektasi, hasil pelaksanaan kegiatan
vang belum sesuai dengan target dan ekspektasi dikembalikan
untuk disesuaikan kembali, secara berjenjang berdasarkan level
struktur organisasi. '

d. Unit Organisasi vang dipimpin oleh Pejabat Pengawas Level [ dengan Pejabat
Pengawas Level [ sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

mﬁ-

1) Kedudukan

Kalompok JF dan
peizksana

Gambar [4: Unit Organisasi yang dipimpin eleh Pejabat Pengawas Level | dengan Pefahal
Pengawas Level [1 sshagal Pejabat Penilai Kinerja

Pada struktur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat Pengawas Level ||
sehagai Pejabat Penilai Kinerja.

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah
UFTD.



2] Penugasan
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Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa

ketentuan sebagai berikur:

a)

b)

€

d}

e

Kepala Dinas/Badan menetapkan kinerja Pejabat Administrator
sehagal Pejabat Level I

Pejabat level | akan menetapkan kinerja Pejabat Level I serta
memberikan penugasan dan selaku Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat Level Il dan sebagian Pejabat Fungsional:

Pejabat level Il akan menetapkan kinerja Pejabat Fungsional dan
pelaksana, Pejabat Level Il akan memberikan penugasan dan
penilaian kinerja bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

Apabila terdapat Pejabat Fungsional Ahli Muda dalam uni
organisas,, maka Pejabat Level Il tidak berperan selaku Pejabar
Pemiiai Kinerja bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda dan hanva
berperan sebagai yang memberikan penugasan dan atas
penugasan tersebut Pejabat Level 11 memberikan rekomendasi
penilaian  kinerja, adapun penilaian kinerja bagi Pejabat
Fungsional Ahli Muda dilaksanakan oleh Pejabat Administrator
sebagal Pejabat Level 1;

Apabila dalam  pencapaian target kinerja organisasi
membutithkan keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang
Ahli Madya secara definitif dan bukan melalui mekanisme
pelibatan lintas Unit Organisasi/Instansi, maka Pejabat Level
tidak berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejaba:
Fungsional tersebut dan hanya berperan sebagai yang mengelola
kinerja dan mengkordinasikan Pejabat Fungsional Ahli Madva,
atas pengelolaan kinerja Pejabat Pengawas memberikan bahan
penyusunan rekomendasi penilaian  kinerja kepada Pejahat
Administrator sebagai Pejabat Level [;



Penugasan bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya dilaksanakan oleh
Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level |, penugasan tersebut
sekaligus disertai pendelegasian kewenangan pengelolaan kinerja
Pejabat Fungsional tersebut kepada Pejabat Level I, atas
penugasan  tersebut  Pejabat  Administrator memberikan
rekomendasi penilaian kinerja, adapun penilaian kinerja bagi
Pejabat Fungsional Ahli Madya dilaksanakan oleh Kepala
Perangkat Daerah;

Pola distribusi predikat kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana
ditetapkan oleh Pejabat Level 1.

3}  Mekanisme Kerja

4

Tahapan Perencanaan
Tahapan perencanaan dimulai dari Kepala Dinas/Badan

menyusun Perjanjian Kinerja, atas dasar Perjanjian Kinerja

tersebut  Kepala Dinas/Badan menetapkan kinerja Pejabat

Administrator sebagai Kepala Unit Kerja. Penetapan kinerja

dimaksud digunakan sebagai dasar Pejabat Level | menentukan

pembagian tanggung jawab target kinerja bagi Pejabat Pengawas.

Selanjutnya Pejabat Administrator akan memberikan arahan dan

koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target

kinerja  bersama. Atas arahan tersebut kemudian Pejabat

Fengawas merumuskan strategi pe ncapaian target kinerjanya.

Ferumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut meliputi:

* Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapalan target kinerja vang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu:

* Penentuan dalam pelaksanaan keglatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional/Pelaksana lintas Uit
Organisasi/Instansi. Penyelesalan target kinerja vang
membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana
dari Unit Organisasi/[nstansi lain akan melalui proses
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana
lintas Unit Organisasi/Instansi.

* Penentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Kerja
untuk pelaksanaan kegiatan.

Pejabat Pengawas menyvampaikan arahan dan ekspektasi

terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kineranva

kepada Ketua Tim Kerja/Individu untuk diintervensi, arahan atas
target kinerja dan ekspektasi tersebut menjadi dasar penetapan
target kinerja Tim Kerja/Individu.

Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik vang bekerja secara

individu maupun tim kerja bersama Pejabat Pengawas menvusun

rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian
target kinerja.



b)

cl

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari  penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Rincian pelaksanaan dilakukan dengan
menguraikan kegiatan dan anggaran vang telah disusun pada
tahap perencanaan oleh individu, tim kerja, atau ketua tim
Selanjutnya bagi pelaksanaan kegiatan vang dilakukan oleh tim
kerja dilakukan pembagian peran bagi anggota tim. Pembagian
peran anggota tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian,
dan fatau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
Pelaksana baik yang berkerja secara individu ataupun tim kerjs
berkolaborasi dengan semua pihak vang terkait dengan kegiatan
tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi dats,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal
tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh Pejabat Pengawas dan/atau Ketua Tim.
Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bekerja secara individu
berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas
secara berkala atau pada saat ditemui permasalahan kepada
Pimpinan Unit Organisasi.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja vang
diperjanjikan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik vang
bertugas secara individu ataupun tim kerja harus menyesuaikan
dengan arahan dan ekspektasi target kinerja dari Pejabat
Pengawas. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan
target, disampaikan kepada Pejabat Pengawas oleh individu atau
Ketua Tim.

Tahapan Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Pengawas meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Tim Kerja/Individu
Hasil pelaksanaan kegiatan vang telah sesuai dengan target dan
ekspektasi kemudian disampaikan oleh Pejabat Pengawas kepada
Pejabat Administrator untuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan
dinvatakan selesai setelah Pejabat Administrator menerima hasil
pelaksanaan kegiatan dan dinvatakan telah sesual dengan target
dan ekspektasi yvang diharapkan,

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang belum
memenuhi target dan ekspektasi, hasil pelaksanaan kegiatan
vang belum sesuai dengan target dan ekspektasi dikembalikan
untuk disesuaikan kembali, secara berjenjang berdasarkan level
struktur organisasi.
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Umit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Fungsional dengan Pejabat
Fungsional sehagai Pejabat Penilai Kinerja

[} Kedudukan

Kelompok JF dan
pelaksana

Gambar 161 Unit Organisasi vang diplmpin oleh Pejabat Fungsional scbhagai Pelabar Penile
Kinerja seltaligus sebagai Pimpinen Unit Organisasi.

Pada struktur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan berada dibawah Pejabat Fungsional
sebagai Pimpinan Unit Organisasi.

Unit Crganisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah
a)| UPTD Satuan Pendidikan TK

b} UPTD Satuan Pendidikan SD

c] UPTD Satuan Pendidikan SLTP

d] Pusat Kesehatan Masyarakat

2} Penugasan
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Oambar 17 : Stnilctur penugassn pada Unit Organisasi dengan 1 level strultur yang dipimpin
oleh Pejabat Fungsional dengan Pejabat Level 1 sebagai Pejabat Penilal Kinerjn
sekaligus sebagal Pimpinan Unit Organissesi,

Dalam struktur penugasan di atas akan berlaku beberapa ketentuan

sebagai benkut:

a] Kepala Dinas atau Kepala Cabang Dinas dengan pendelegasian
kewenangan akan menetapkan kinerja Kepala UPTD Satuan
Pendidikan;

b} Kepala Satuan Pendidikan adalah Pejabat Fungsional vang
diberitkan tugas tambahan sebagai Pimpinan Unit Organisasi,
marupakan Pejabat Level [;
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cj Pejabat Level | akan memberikan penilaian kinerja sekaligus
memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana,

d] Penentuan pemberian tugas tambahan kepada Pejabat Fungsional
untuk menjadi Kepala Sekolah mempertimbangkan Tingkat dan
Kualifikasi Pendidikan, Kepangkatan dan Jenjang Jabatan
Fungsional,

e] Apabila terdapat Pejabat Fungsional dengan Jenjang vang sama
dengan Pimpinan Unit Organisasi maka Pimpinan Unit Organisas:
tidak herperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat
Fungsional tersebut dan hanya berperan memberikan penugasan.
Atas penugasan tersebut Pimpinan Unit Organisasi memberikan
rekomendasi penilaian;

ff Pejabat Penilai Kinerja bagli Pejabat Fungsional vang memiliki
jenjang vang sama dengan Pimpinan Unit Organisasi dilaksanakan
oleh Kepala Dinas atau Pejabat Administrator pada Dinas yang
diberikan pendelegasian kewenangan,

Alur Mekanisme Kerja
a] Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dan Kepala Dinas menyusun

Perjanjian Kinerja, atas dasar Perjanjian Kinerja tersebut Kepala

Dinas menetapkan kinerja Kepala UPTD Satuan Pendidikan vang

dipimpin oleh Pejabat Fungsional secara langsung ataupun

melalui pendelegasian kepada Kepala Cabang Dinas. Penetapan
kinerja dimaksud dijadikan dasar Pejabat Fungsional vang
diberikan tugas tambahan selaku Kepala UPTD Satuan Pendidikan
vang berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpinan

Unit Organisasi untuk merumuskan strategi pencapaian target

kinerja.

Perumusan strateg) pencapaian target kinerja tersebut meliputi:

* Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Pejabar
Fungsional dan pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu;

* Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan
Pejabal Fungsional/pelaksana lintas unit organisasi/instansi
Penvelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana dari umnit
organisasifinstansi lain akan melalui proses permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit
organisast/instansi.

* FPenentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Kerja
untuk pelaksanaan kegiatan.

Pimpinan Unit Organisasi menyampaikan arahan dan ekspektasi

terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerjanya

kepada Retua Tim Kerja/Individu untuk diintervensi, arahan atas
target kinerja dan ekspektasi tersebut menjadi dasar penetapan
target kinerja Tim Kerja/Individu.



Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu
maupun tim kerja bersama Pimpinan Unit Organisasi menyvusun
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapafan
target kinerja.

b) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran cleh Pejabat Fungsional atau
pelaksana. Penyusunan rincian pelaksansan kegiatan dan
anggaran tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan
kegiatan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya
Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Individu ataupun Tim Kerja
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinera
vang diselenggarakan Tim Kerja dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional atau pelaksana sesuai perannya. Pembagian peran
dilakukan  berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan,

Dialam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau Pelaksana
berkolaborasi dengan semua pihak vang terkait dengan kegiatan
tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal
tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh Pejabat Fungsional vang memimpin Unit
Organmisasi  dan/atau Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan
Pelaksana vang bekerja secara individu berkoordinasi dan
melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala atau
pada saat ditemui permasalahan kepada Pimpinan Unit
Organisasi,

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja vang
diperjanjikan oleh Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional dan
Pelaksana baik yvang bertugas secara individu ataupun tim kerja
harus menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target kinerja
dari Fimpinan Unit Organisasi. Hasil pelaksanaan kegiatan vang
sudah sesual dengan target, disampaikan kepada Pejabat
Fungsional vang memimpin unit organisasi oleh individu atau
ketua Tim.

¢} Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Fungsional vang memimpin Unit
Orgamisasi  meninjau  hasil pelaksanaan kegiatan vang
dilaksanakan oleh Tim Kerja/Individu. Hasil pelaksanaan kegiatan
vang tidak sesual dengan target ataupun ekspektasi dikembalikan
kepada individu atau tim kerja untuk disesuaikan kembali.
Pelaksanaan kegiatan dinvatakan selesai setelah Pejabat
Fungsional vang memimpin Unit Organisasi menerima hasil
pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target
dan ekspektasi vang diharapkan.



2. Prosedur dan Tata Cara Penugasan

Pejabat Fungsional atau Pelaksana dapat ditugaskan secara individu atau
tim kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Organisasi.
Penugasan  secara ferencana dilakukan  bersamaan/sesaat setelah
perencanasn anggaran, sedangkan penugasan tak terencana dilakukan saal

diperlukan
Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik secara individu atau

dalam tim kena dilakukan melalui dua cara, yaitu;

a. Penunjukan
Penunjukan merupakan cara penugasan Pejabat Fungsional dan
Pelaksana langsung dari Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit
Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu. Penunjukan dapat
dilakukan di dalam unit organisasi atau lintas unit organisasi.

1} Mekanisme penunjukan di dalam Unit Organisasi
Penunjukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yvang berada di dalam
unit organisasi vang sama dilakukan langsung oleh Pimpinan Unit
Crganisasi bersangkutan.

K b paak JF cdan Pelafsana
= = T e .'.'

Keterangan -

=

Penugasan individu
Penugasan dalam Tim Eerja

Giambsat 18 Mekanisme Penumjukan di dalam unit arganisas



2] Mekamsme penunjukkan yvang bersifat lintas Unit Organisasi
Fenunjukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bersifat lintas unis
organisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a)

b}

c)

]

e

Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengirimkan surat
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana kepada
Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat Fungsional atau
Pelaksana dimaksud berada dengan tembusan Pejabat Penilai
Kinerja bersangkutan;

Terhadap surat permchonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat Fungsional
atau Pelaksana dimaksud berada, memproses dan menjawahb
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana tersebut;
Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau
Pelaksana dimaksud berada menyetujui pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pelaksana, maka dengan rekomendasi dari
Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat
Fungsional atau Pelaksana dimaksud berada menyusun surat
penugasan untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana
vang sesual dengan kriteria vang disampaikan pemohon di dalam
surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana;
Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau
Pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pelaksana, maka Pejabat Penilai Kinera dimana
Pejabat Fungsional atau Pelaksana dimaksud berada menjawab
surat permohonan pelibatan tersebut dengan alasan mengapa tidak
dapat menvetujui permohonan; dan

Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Alur mekanisme Penunjukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana Lintas
Unit Organisasi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diilustrasikan
dalam gambar 19.
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3] Mekanisme penunjukkan yang bersifat lintas Instansi
Penunjukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yvang bersifat lintas
instansi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

al

b

c)

d]

&)

Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih dahulu
mengirimkan surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana kepada Pejabat vang Berwenang dengan tembusan
Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan di instansinya;

Apabila Pejabat yang Berwenang setuju atas permohonan pelibatan

Pejabat  Fungsional atau Pelaksana dari instansi lain maka

kemudian Pejabat yang Berwenang tersebut mengirimkan surat

permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana tersebut
kepada Pejabat yang Berwenang instansi yang dituju;

Apabila surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau

Pelaksana disetujui oleh Pejabat vang Berwenang instansi vang

dituju, maka Pejabat yang Berwenang instansi vang dituju

menginstruksikan Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional atau

Pelaksana untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana

vang bersesuaian dengan kriteria vang dibutuhkan di dalam surat

permohonan pelibatan;

Terhadap instruksi untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau

Pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja dengan rekomendasi Pimpinan

Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional atau Pelaksana berads

menjawab ketersediaan Pejabat Fungsional atau Pelaksana vang

bersesuaian dengan kriteria yvang dibutuhkan di dalam surat
permohonan pelibatan;

Apabila tersedia maka dilakukan hal sebagai berikut:

+ Pejabat Penilai Kinerja dituju mengirimkan surat jawaban
permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional atau
Pelaksana yang ditugaskan kepada Pejabat vang Berwenang
Bilamana Pejabat yang Berwenang menyetujui surat jawaban
permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional atau
Pelaksana vang ditugaskan, Pejabat vyang Berwenang
mengirimkan surat jawaban permohonan kepada Pejabat yvang
Berwenang pemohon.

* Berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh Pejabat
yvang Berwenang, maka Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan
Unit Organisasi yang dituju menugaskan Pejabat Fungsional
atau Pelaksana sesuai daftar Pejabat Fungsional atau Pelaksana
vang ditugaskan untuk bekerja sesuai pelibatan tersebut.

* Berdasarkan surat jawaban permohonan pelibatan maka
Fimpinan Unit Organisasi akan memberikan surat penugasan
dan/atau bukti penugasan secara tertulis untuk kemudian
disampaikan kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana vang
ditugaskan dengan tembusan Pejabat yang Berwenang instansi
bersangkutan, Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan, dan
Pejabat yvang Berwenang instansi pemohon.



« Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Alur mekanisme Penunjukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana Lintas
Instanst  Pemerintah sebagaimana dijelaskan di  atas dapat
dillustrasikan dalam gambar 20.
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Surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana pada

mekanisme penunjukan yang bersifat lintas Unit Organisasi atau lintas

Instansi sebagaimana disebutkan di atas, paling sedikit memuat:

a) Maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional
dan Pelaksana;

b} Kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan vang dibutuhkan;

] Ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana
yang akan ditugaskan; dan

d] Durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

b. Pengajuan Sukarela

Pengajuan sukarela merupakan cara penugasan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau
Pelaksana. Pengajuan sukarela bertujuan untuk memberikan TUANE PeTar
aktil bagi Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk dapat membantu
pelaksanaan kinerja organisasi vang sesuai dengan kompetensi, keahlian
dan/atau keterampilannya, namun belum masuk ke dalam tugas vang
telah ditetapkan sebelumnya. Pengajuan sukarela hanya dapat dilakukan
di dalam Unit Organisasi Pejabat Fungsional bersangkutan dan lintas Unit
Organisasi di dalam Instansi Pemerintah bersangkutan.

Pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut

1} Mekanisme pengajuan sukarela di dalam Unit Organisasi

4] Pejabat Fungsional atau Pelaksana menvampaikan keinginannva
secara lisan untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan kinerja
tertentu kepada Pimpinan Unit Organisasi;

bl Apabila Pimpman Unit Organisasi menvetujui, maka pimpinan Unit
Organisasi menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk
melaksanakan kinerja tertentu tersebut:

c] Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima surat penugasar
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (ilustrasi pada
Gambar 21)

Spiarezch IF 42 Pelakpaeg

Gambar 71 1 Mekanisme Pergajusn sukareln di dalam Unit Crgarsbaasi



2} Mekanisme pengajuan sukarela vang bersifat lintas Unit Organisasi

aj

by

d}

Pejabal Fungsional atau Pelaksana menvampaikan surat
permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kinerja
kepada Pimpinan Unit Organisasi dituju dengan tembusan Pejabar
Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan;
Apabila Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka Pejabat
Fungsional dan Pelaksana menyampaikan surat permohonan
persetujuan yvang telah disetujui oleh Pimpinan Unit Organisasi
yang dituju kepada Pejabat Penilai Kinerja dengan tembusan
Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan;

Apabila Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan menyvetujui maka
kemudian Pejabat Penilai Kinerja menyvusun surat penugasan
untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk
melaksanakan kinerja vang berada di Pimpinan Unit Organisasi
dituju. !

Pejabat Fungsional dan Pelaksana menenma surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. ilustrasi pada
Gambar 22

Permohonan Pelibatan Jabatan Fungsional dan Pelaksana
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Gambar 22 | Mekanisme Pengajuan sulkarela di lintas Unit Organisasi

3. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ddilakukan
dalam tim kerja atau individu. Beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan
tugas dalam tim kerja adalah:
a| Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional

dan Pelaksana vang berasal dari satu unit organisasi dan/atau lintas unit
OYEANISaAST,



B

c)

d)

Bilamana diperlukan, pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan
Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas Instansi
Pemerintah;
Dalam tim kerja, Pimpinan Unit Organisasi dapat menunjuk salah satu
Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai ketua tim kerja berdasarkan
keahlian dan/atau keterampilan;
Pada tim kerja dimana terdapat anggota vang berasal dari lintas Unit
Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau
Pelaksana vang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit
Organisasi pemilik kinerja tersebut;
Jumlah tim kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim
kerja merupakan strategi dan Pimpinan Unit Organisasi.

Beberapa jenis pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana

terdiri atas:

il

Pelaksanaan tugas dalam Unit Organisasi

Pelaksanaan tugas dalam Unit Organisasi dilakukan Pejabat Fungsional

dan Pelaksana secara individu ataupun dalam tim kerja. Pelaksansan

tugas dalam unit organisasi secara individu dilakukan dengan ketentuan
sebagal berilout:

1) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana secara
individu, Pejabat Fungsional atau Pelaksana melaksanakan tugas
sesual dengan tugas vang diberikan;

2) Pemberian tugas kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana merupakan
penjabaran atau turunan dari tugas, fungsi, dan kinerja unit organisas
vang disesuaikan dengan kompetensi, keahlian dan keterampilan
Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

3] Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana secara
Individu, Pejabat Fungsional atau Pelaksana memperhatikan:

a) arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi

b} target pencapaian kinerja Unit Organisasi

¢} keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Pejabat
Fungsional atau Pelaksana lain dalam unit organisasi

Pelaksanaan tugas dalam Unit Organisasi dalam tim kerja dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

I} Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana dalam tim kerja
dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan
dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana dalam Unit
Organisasi;

2] Tim kerja melaksanakan tugas Unit Organisasi sesuai arghan dan
strategi Pimpinan Unit Organisasi;

3] Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan
kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala
beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi untulk
diputuskan dan /atau ditindaklanjuti;

4] Pimpinan Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi secara berkala
pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja sebagai bahan input
pengambilan keputusan dan pemberian arahan pelaksanaan tugas dan
kegiatan tum kerja;



3] Bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau Hm kerja lain; dan

6| Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim kerja.

- Pelaksanaan Tugas yang bersifat lintas Unit Organisasi

Pelaksanaan tugas lintas Unit Organisasi dilakukan dalam tim kerja lintas

Instansi Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana dalam tim kerja
lintas Instansi Pemerintah dilakukan untuk melaksanakan tugas yang
memerfukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau
Pelaksana lintas Instansi Pemerintah;

2} Tim kerja lintas Instansi Pemerintah dapat dibentuk untuk
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai target kinega unit
organisasi pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah pelaksana fungs
atau untuk mendukung program strategis lintas Instansi Pemerintah;

3] Tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai arahan dan
strategl Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja pada Instansi
Pemermntah pelaksana fungsi atau arahan pimpinan [nstansi
Pemerintah pelaksana fungsi;

4| Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan
kegatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala
beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi
pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah pelaksana fungsi untuk
diputuskan da/atau ditindaklanjuti;

5) Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi atau
lintas Instansi Pemerintah dalam menvelesaikan permasalahan dan
kendala dimaksud, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan
kendala beserta alternatiil rekomendasi kepada masing-masing
Pimpinan Unit Organisasi atay pimpinan Instansi Pemerintah dimana
Pejabat Fungsional dan Pelaksana dimaksud berada untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi atau
Instansi Pemerintah masingmasing;

b) Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan

7} Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim kerja.

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dan individu diperlukan adanva

pembagian tanggung jawab. Adapun pembagian tanggung jawab Pejabat

Penilai Kinenja, Pimpinan Unit Organisasi, Ketua Tim, dan Anggota Tim

adalah sebagai berikut:

1] Tanggung Jawab Pejabat Penilai Kineria meliputi:

8] menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana kerja
OTEANISAs;

b}  memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan
dengan strategi dan tujuan organisasi:

¢l memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola. dan
sumberdaya yang optimal;

d] ~memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif: dan
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e] memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan
fungsi antar unit organisasi.

Tanggung Jawab Pimpinan Unit Organisasi meliputi:

a) menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;

b) menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan;

¢) memberikan arahan terpadu, input, dan feedback atas pelaksanaan
kegiatan,

dj memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar
um; dan

¢] melakukan monitonng dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.

Tanggung Jawab Ketua Tim meliputi:

a) menvusun rincian pelaksanaan kegiatan;

b membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian,
dan /atau keterampilan;

¢) melaksanaan kegiatan sesual dengan perencanaan;

d] memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;

¢] melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat penilai
kinerja dan pimpinan unit organisasi vang bersangkutan sebagai
bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan
pelaksana; dan

fi melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar
anggota tim,

Tanggung Jawab Anggota Tim meliputi:

a] menyusun rencana kerja individu;

b) melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan

c) melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

Tanggung Jawab Indivdu meliputi:

al menyusun rencana kerja individu;

b) melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi pejabat penilai kinerja
dan pimpinan unit organisasi; dan

¢} melaporkan hasil kinerja kepada pejabat penilai kinerja dan
pimpinan unit organisast yang bersangkutan sebagal bahan
periimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan pelaksana;
dan

d] melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas dengan Tim
Kerja /Individu dalam unit organisasi.

¢. Pelaksanaan Tugas vang bersifat lintas Instansi Pemerintah
Pelaksanaan tugas lintas Unit Organisasi dilakukan dalam tim kerja lintas
Instansi Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

H

2

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana dalam tim kerja
lintas Instansi Pemerintah dilakukan untuk melaksanakan tugas vang
memeriukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau
Pelaksana lintas Instansi Pemerintah;

Tim kerja lintas Instansi Pemerintah dapat dibentuk untuk
melaksanakan tugas dalam rangka mencapal target kinerja unis
organisasi pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah pelaksana fungsi
atau untuk mendukung program strategis lintas Instansi Pemerintah;
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Tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai arahan dan
strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja pada Instansi
Pemerintah pelaksana fungsi atau arahan pimpinan Instansi
Pemerintah pelaksana fungsi;

Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugaas
dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan
kendala beserta altermatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit
Organisasi pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah pelaksana fungsi
untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi atau
lintas Instansi Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan dan
kendala dimaksud, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing
Pimpinan Unit Organisasi atau pimpinan Instansi Pemerintah dimana
Pejabat Fungsional dan Pelaksana dimaksud berada untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi atau
Instansi Pemerintah masing-masing;

Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnva
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kedja lain; dan

Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan.
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim kenja.

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dan individu diperlukan adanya
pembagian tanggung jawab. Adapun pembagian tanggung jawab Pejabat
Penilai Kinerja, Pimpinan Unit Organisasi, Ketua Tim, dan Anggota Tim
adalah sebagai berikut;

1)

2)

3|

Tanggung Jawab Pejabat Penilai Kinerja meliputi:

a) menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana kerja organisasi;

b memastikan pelaksanaan tupgas dan fungsi organisasi sejalan
dengan strategi dan tujuan organisasi;

c) memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan
sumberdaya vang optimal;

d] memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif; dan

e} memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan
fungsi antar unit organisasi.

Tanggung Jawab Pimpinan Unit Organisasi meliputi:

al menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;

b} menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan;

c} memberikan arahan terpadu, input, dan feedback atas pelaksanaan
kegiatan;

d] memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar
tim; dan

e] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.

Tanggung Jawab Ketua Tim meliputi:

aj menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

b] membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian,
dan /atau keterampilan,

c) melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

d] memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;



e melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat penilal
kinerja dan pimpinan unit organisasi yvang bersangkutan sebagai
bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan
pelaksana; dan

f} melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar
anggota tim.

4) Tanggung Jawab Anggota Tim meliputi:

a)] menvusun rencana kerja individu;

b) melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan

c] melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

5] Tanggung Jawab Indivdu meliputi:

a) menyusun rencana kerja individu;

bl melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi pejabat penilai kinerja dan
pimpinan unit organisasi; dan

¢} melaporkan hasil kinerja kepada pejabat penilai kinerja dan
pimpinan unit organisasi yang bersangkutan sebagai bahan
pertimbangan penilalan kinerja pejabat fungsional dan pelaksana;
dan

d] melaksanakan kolaborasi dan  sinergisitas dengan Tim
Kerja/Individu dalam unit organisasi.

4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Terdapat dua macam pertanggungiawaban dalam pelaksanakan tugas
vaitu:
a. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau
Pelaksana secara individu,
Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana secara
individu maka Pejabat Fungsional atau pelaksana melaporkan
pelaksanaan tugas secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi
b. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau
Pelaksana dalam tim kerja.
1| Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai anpgota tim
melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
2] Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim
kemudian melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan
Unit Organisasi.

C. TRANSFORMAS! MANAJEMEN/PERAN UNSUR KESEKRETARIATAN DALAM
PENETAPAN MEKANISME KERJA

Penyesuaian sistem kerja sebagai tahapan untuk mendukung optimalisasi
pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, merupakan bentuk dari pelaksanaan
transformasi manajemen, Penerapan transformasi manajemen secara efektif akan
mewujudkan terciptanya pola kerja baru dalam organisasi pemerintahan.

Selanjutnya agar optimal dalam penerapannya, maka pelaksanaan penvesuaian
sistemn kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dikawal, dikendalikan dan didukung
oleh tim transformasi manajemen. Peran tim transformasi manajemen dalam
pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tersebut, meliputi:



1. Dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan:
a. pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
b. penjaminan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan
¢. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah.
2. Dukungan pembinaan sinergitas organisasi, dengan tahapan:
4. penguatan kolaborasi dan sinergisitas antar Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan
b. penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah,

Tim transformasi manajemen dilaksanakan oleh unsur Sekretariat Daerah vang
terdiri dari Pejabat yang Berwenang, Pejabat level tertinggi, Pejabat Penilai Kinerja
dan pimpinan unit yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia, pimpinan
unit yang bertanggung jawab atas perencanaan kinerja dan anggaran.



BAB III

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG PENYESUAIAN SISTEM KERJA
DAN CONTOH PENERAFPAN

. Contoh surat permohonan pribadi untuk menjadi anggota Tim Kerja,

Liwa, tanggal bulan dan tahun

Nomaor P

Sifat : Biasa

Lampiran  : 1 {satu)

berkas

Hal : Permohonan menjadi anggota Tim Kerja

Yth, Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja
Kabupaten Lampung Barat
di
Tempat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
NIP
Pangkat /Gol
Jabatan
Instansi
Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Tim
Kerja XXXXX XXXXX XXXX pada Perangkat Daerah/Unit Kerja XXXXX

AXXXXX Kabupaten Lampung Barat, sebagai bahan pertimbangan sava
lampirkan Curriculum Vitae (CV) dan dokumen pendukung lainnva.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Perkenan Bapak/Ibu
Kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Mengetahui,
Atasan Langsung,
NAMA LENGEKAP NAMA LENGKAP
NIP. XXXX XXXX NIP. XXXXXX

Toimbunan
Wapala Bagian Uranminse: Ssada Kehiy pabeni Lampung Barat




2. Contch surat persetujuan permohonan menjadi anggota Tim Kerja.
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

sl PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

ra Alamat Jelas, Kode Pos:... ... ..
Telp, (0728) ......... Faks.(0728) .........
Laman,. ... ...cooooevene. oS omis

Liwa, tanggal bulan dan tahun

Nomor DX 00 e f
Sifat . Biasa

Hal : Persetujuan menjadi anggota Tim Kerja

Tempat

Memindaklanjuti surat Saudara tanggal .............., ..ooooeeeerereee... hial
Permohonan menjadi angeota Tim Kerja, setelah dilakukan verifikasi oleh Ketua
Tim Kerja, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional/pelaksana serta kualifikasi keahlian yang Saudara
miliki sesuai dengan kebutuhan dalam Tim Kerja XXXXX pada Perangkal
Daerah/Unit Kerja XXXXX XXXXXX Kabupaten Lampung Barat.

2. Atas rekomendasi dari Ketua Tim Kerja tersebut, kami menyvetujui
permohonan Saudara untuk menjadi anggota Tim Kerja dimaksud

J. Setelah Saudara menerima Surat Keputusan dari Kami, agar Saudara segera
melapor kepada Ketua Tim Kerja tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanva kami
ucapkan terima kasth,

KEPALA PERANGKAT DAERAH/
KEPALA UNIT KERJA,

Cap dan Tendatangan

NAMA
Pangkat Golongan
NIP

Temiunan
Kepals Bagan Crgaiisus) Seide Kabupmisn Latiging Based



3.Contoh surat penclakan permohonan menijadi anggota Tim Kerja.
LAMPUNG RARAT] PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

sl  PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

e Alamat Jelas, Kode Pos:.......
Telp. (0728) ......... Faks. (0728} .........
Laman:... ................... Pos-el .. ..

Liwa, tanggal bulan dan tahun

Nomor LR o0k X oot
Sifat : Biasa
Lampiran ;-
Hal - Penolakan usulan menjadi anggotaTim Kerja
T, By, s
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal bulan tahun hal Permohonan
memnjadi anggota Tim Kerja, setelah dilakukan verifikasi oleh Ketua Tim Kerja,
dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa usulan saudara tidak dapat
dipertimbangkan, dengan alasan;

&. Jabatan Fungsional/pelaksena serta kualifikasi keahlian yang Saudara
miliki tidak sesuai dengan kebutuhan dalam Tim Kerja XXXXX pada

Perangkat Daerah/Unit Kerja XXX XXXX Kabupaten Lampung Barat.
(alternative 1)

b. Jabatan Fungsional/pelaksana serta kualifikasi keahlian vang Saudara
mililii sesuai dengan kebutuhan dalam Tim Kerja XXXXX pada Perangkat

Daerah/Unit Kerja Kabupaten Lampung Barat, namun jumilah anggota Tim
sudah mencukupi, (alternative 2}

Demikian disampaikan. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH/
KEPALA UNIT KERJA,

Cap dan Tandatangan

NAMA

Pangkat Golongan
NIP

Tembusas:
Hapala Bagian Oiganmani Ssidn Kabupaten Lamping Bacsd



4.Contoh surat permintaan menjadi anggota Tim Kerja Jabatan Fungsional/
Pelaksana antar Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

Alamat Jelas, Kode Pos:_ ...
Telp. (0728) ......... Faks.(0O728) ........,
- Rt N = " ¥ LN ARt

Liwa, tanggal bulan dan tahun

Nomor 0.8 4 XX KEXX

Sifat » Biasa

Lampiran -

Hal : Permintaan Jabatan Fungsional/Pelaksana

Menjadi anggota Tim Kerja,

Yth, Kepala Perangkat Daerah /Kepala Unit Kerja
Kabupaten Lampung Barat
i
Tempat

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapalan targel
kinerja pada Tim Kerja XXXXX XXMMX 000X XXXXX maka kam
membutuhkan pejabat fungsional/ pelaksana XXOO0X XXNXXXX,

Terkait hal tersebut, mohon persetujuan saudara terhadap Aparatur
Sipil Negara (ASN] dibawah ind -

Nama P RRROOOOO000O0000K

NIP B 6648008400608 6 6.4
Pangkat/Gal @ X000/ XXN.X

Jabatan DORARER XXX XXX MR
Instansi AR MO0 3000000000

Untuk menjadi anggota Tim Kerja sebagaimana tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih. |

KEPALA PERANGEAT DAERAH,
Cap dan Tendatangan

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP. 230000 XXX XXX

T hwanmn

I Bopwt Lamgiisng Rarat |eebagni lupsoan|;

i ‘Wahd Bupati Lampung fara,

1 Belerelans Desreli Kaliopstsn Ly giinii g, Blaimt.



=. Contoh surat penugasan menjadi anggota Tim Kerja Jabatan Fungsional dan
Pelaksana antar Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah.

FEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

Telp. (0728) ......... Faks.(0728) .........
Laman:.......................Pos-al: ... .

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : XXX/ JSPT | XX f X XXX

Dasar ' Surat Kepala Perangkat Daerah XXXXXXX XXXXXX
XXXXXX Nomor XXXXX Tanggal Bulan dan Tahun hal
MO 300X XXX,

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama D RO 3OO
NP P ROOOOK KKK X X XXX
Pangkat/Gol @ XX{NXX/XX. x

Jabatan PGS0 06006068686 66464
Perangkat Daerah XOOOO0OUONRKXY

Untuk © Melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Rerja XXXXXX
KXXXX XXXXXXX Pada Perangkat Daerah XXXXXX XXX
XXXXX selama XXXXX XXX,

Dengan Ketentuan : 1. Setelah melaksanakan Tugas agar menyampaikan laporan
tertulis kepada Pejabat Penilai Kinerja.

2. Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di  : JXOO000 XXXX
Pada Tanggal : XXXX XXXX

KEPALA PERANGKAT DAERAH.
Cip dan Tandatangan

NAMA LENGEKAP
Pangkat
NIP. XXXXX XXX XXX

Tambnuisan

I Bupesl Lammmg Barmt jnnsbaga baporant

I Wakil Bupst Lamgung Barat,

I Selrecarts Danrah Kabugien Lamparsg Aarat,



6.Contoh surat keputusan Tim Kerja pada Perangkat Daerah fUnit Kerja

FEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Jelas, Kode Pos..........
Telp. (0728) ......... Faks.(0728)
Laman:............c.......... Pos-ek.____ .. ..

Menimbang

Mengingat

REFUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR: XXX/ XXXX / XX
/XXX TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH,

4. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Barat, dan dalam rangka penyesuaian
mekanisme  kerja  Aparatur Sipil Negara, perlu
membentuk Tim Kerja sesuai dengan ketentuan vang
berlaku;

- bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu

menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Barat.

Feraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi:

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor ... Tahun 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor....);

Peraturan Bupati Nomor XX Tahun XXXX tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor XXX Tahun XXXX.

Peraturan Bupati Nomor XXX Tahun XXXX tentang
Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat untuk Penyederhanaan Birokrasi.



Menetapkan

KESATL

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

PEMBENTUKAN TIM KERJA BAGIAN ORGANISAS!
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Membentuk Tim Kega Di Lingkungan Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan
susunan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini,

Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesaru
mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
I. Ketua Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

a. Menyusun Peta Proses Bisnis pelaksanaan tugas Tim;

b. Melaksanaan koordinasi, menyusun target rencana,
dan waktu pencapaian sasaran ({Output) dengan
Pimpinan Unit Organisasi untuk selanjutnya disusun
Rencana Aksi selama tahun Anggaran Berjalan;

c. Menyampaikan Dokumen Rencana Aksi kepada
Fengampu Fungsi Tata Usaha untuk dapat dimasukan
kedalam dokumen perencanaan tahun berjalan untuk
selanjutnya dimasukan kedalam aplikasi Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

d. Menvusun Kerangka Acuan Kinerja (KAK] delam rangka
mencapai sasaran Output. Kerangka Acuan Kinerja
IKAR) vang disusun wajib dikonsultasikan dengan
Pimpinan  Unit  Organisasi, KAK vang telah
mendapatkan persetujuan dar Pimpinan  Unit
Organisasi diserahkan kepada Pengampu Fungsi Tata
Usaha untuk selanjutnya dimasukan kedalam
Dokumen Pelaksana Anggaran (DPAJ;

€. Menyusun rincian pelaksana kegiatan;

f. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi,
keahlian, dan /atau keterampilan:

g. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan,

h. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota Tim:

1. Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan
tugas antar anggota tim;

2. Anggota Tim memiliki tugas dan tanggung jawab:
I, Menyusun rencana kerja individu;
2. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim:
3. Melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

: Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Penilai
Kinerja dan/atau Kepala Bagian Organisasi sebagai bahan
pertimbangan penilaian kinerja.

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksana tugas Tim Kerja
sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu dibebankan
pada anggaran Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Lampung Barat,



KELIMA  Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinva,

[Mtetapkan di Liwa
pada tanggal: XXX XXXX

KEPALA PERANGKAT DAERAH,
Cap dan Tandatangan

NAMA

Tembiami

I. Bisput| Lampung Barar eksg Booran)
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BAB [V
PENUTUP

Penvederhanaan birokrasi dilaksanakan melalui tiga tahapan dengan
penyesuaian sistermn kerja merupakan tahapan terakhir. Penyesuaian sistem kerja
dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis
dengan memanfaatkan sistem pemerintah berbasis elektronik. Dengan adanya
penyesuaian sistem kerja tersebut diharapkan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional
dan pelaksana dilakukan dalam suatu sistem kerja dengan mengedepankan
kompetensi, keahlian dan keterampilan. Perbaikan dan pengembangan mekanisme
kerja dalam sistern kerja ini memberikan keleluasaan pada pimpinan untuk
menyusun strategi pencapaian target kinerja.

Oleh karena itu, penyesuaian sistem kerja ini merupakan faktor penentu bag
keberhasilan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Peraturan Bupat ini digunakan
sebagai acuan bagl penyvesualan sistem kerja yang dilaksanakan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,
trd.
NUKMAN
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SA
NIP. 19761024 200501 1 008



